




1. Secara umum, pada pendirian Perseroan Terbatas melalui mekanisme 
sistem administrasi badan hukum dimulai dengan dilakukannya 
permohonan pemesanan nama perseroan dan ditindaklanjuti dengan 
pembuatan akta Notaris pendirian Perseroan Terbatas. Berdasarakan 
kuasa yang diberikan oleh para pendiri kepada Notaris sebagai pemohon, 
pemohon melakukan pembayaran Voucher, PNBP pengesahan, dan 
BN/TBN, selanjutnya mengisi Form Isian Akta Notaris dalam laman 
SABH serta mengirimkan akta Notaris Pendirian PT secara elektronik 
atau melalui email. Apabila pengisian data PT dilakukan dengan lengkap 
dan benar, maka seketika itu juga akan dikeluarkan Surat Pernyataan 
Elektronik tentang kebenaran Data Perseroan Terbatas.Setelah itu, akan 
dikeluarkan Pernyataan tidak keberatan oleh Menteri secara online dan 
dilanjutkan penerbitan SK pengesahan badan hukum oleh Menteri untuk 
selanjutnya dicetak sendiri oleh pemohon. 
2. Hambatan-hambatan yang terjadi, antara lain : 
a. Mengenai sistem website itu sendiri, yaitu dimana laman terhadap 
website tersebut sedang off  atau sibuk jaringan. Hal tersebut yang 
menyebabkan terkendalanya proses pengesahan badan hukum 
perseroan terbatas. Saat sibuk jaringan, maka proses tersebut 
memakan waktu lama sampai berjam-jam karena lambatnya berakses. 
b. Mengenai klient Notaris menjadi hambatan dalam proses pengesahan 
pendirian Perseroan Terbatas. Kondisi yang seringkali terjadi, bahwa 
para klien yang beritikad buruk dengan memalsukan data-data yang 
dibawa kepada Notaris yang bersangkutan. Ketidakjujuran klient 
Notaris yang dapat menyebabkan hambatan bagi Notaris dalam 
mengesahkan Badan Hukum Perseroan Terbatas. 
c. Mengenai ketelitian dan sikap kehatian-hatian Notaris dalam mengisi 
data Perseroan Terbatas ke dalam laman online system FIAN SABH 
(Form Isian Akta Notaris Sistem administrasi Badan Hukum), 
seringkali Notaris melakukan kesalahan input hingga membuat salah 
cetak terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. Hal tersebut juga menjadi kendala dan hambatan 
dalam proses pengesahan badan hukum perseroan terbatas. 
3. Tanggung jawab Notaris, sepajang masalah yang ditimbulkan adalah 
kesalahan Notaris terutama dalam kesalahan cetak Surat Keputusan dan 
Lampiran yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, maka Notaris bertanggung jawab penuh atas masalah-masalah 
yang timbul daripadanya, kecuali masalah-masalah tersebut timbul 
akibat keterlambatan karena gangguan jaringan sistem dan 
pertanggungjawaban mengenai masalah-masalah pada proses pendirian 
Perseroan Terbatas dan pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem 
Administrasi Badan Hukum, dimana para pendiri tidak melengkapi 
berkas pendukung setelah permohonan nama Perseroan Terbatas 
sehingga mengakibatkan kegagalan pendirian Perseroan Terbatas  oleh 
karena jangka waktu penggunaan nama Perseroan Terbatas itu expired. 
 
B. Implikasi 
1. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dilakukan dalam rangka 
memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Adanya pelayanan satu 
atap di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, diharapkan akan ada 
transparansi waktu, transparansi biaya dan menghilangkan kolusi, korupsi 
dan nepotisme. 
2. Mengenai hambatan yang terjadi pada saat jaringan sibuk, waktu yang 
tepat-lah menjadi solusi terbaik Notaris dalam mengisi Form SABH. 
Mencari waktu di jam yang tidak sibuk berakses atau Notaris bisa 
berlangganan jaringan nirkabel yang lebih besar kecepatannya. Dengan 
begitu, kesalahan akan salah input data ataupun salah cetak dapat diatasi. 
Ketelitian Notaris dan sikap kehatian-hatian haruslah di utamakan agar 
tidak ada kesalahan input hingga menyebabkan salah cetak. Mengenai 
Klient Notaris yang tidak jujur atau beritikad buruk aturan perundang-
undanglah yang menjadi pegangan Notaris. Undang-Undang Perseroan 
Terbatas dan Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi perlindungan 
hukum bagi Notaris atas kesalahan yang timbul yang bukan dari Notaris 
itu sendiri.   
3. Mengenai tanggung jawab Notaris kesalahan yang ditimbulkan oleh 
Notaris terutama dalam kesalahan cetak, maka Notaris bertanggung jawab 
penuh atas masalah-masalah yang timbul daripadanya, termasuk biaya 
yang ada. Apabila tanggung jawab itu tidak dipenuhi, maka dampak yang 
ditimbulkan akan membahayakan terhadap Notaris itu sendiri, bisa saja 
Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administrasi, 
perdata bahkan pidana atas kesalahan yang ditimbulkannya. 
 
C. Saran 
1. Diharapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat 
Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan peningkatan 
dalam pelayanan SABH, dengan pengamanan SABH yang menggunakan 
jaringan internet  agar dijaga dan ditingkatkan sebagaimana agar hacker 
tidak bisa masuk. Dan juga dalam hal peningkatan penyebaran jaringan 
internet merata di semua daerah di Indonesia dimana hal tersebut 
membantu Notaris yang ada untuk memudahkan dalam proses 
pelaksanaan SABH. 
2. Berkaitan dengan perlidungan hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 
(AHU), perlu mengatur tentang perlindungan hukum bagi Notaris yang 
dapat melindungi Notaris, berkaitan dengan penyimpanan bukti fisik 
badan hukum perseroan terbatas sebelum adanya sistem SABH bukti 
fisik dikirimkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 
(AHU), sedangkan sekarang bukti fisik tersebut seluruhnya menjadi 
tanggung jawab Notaris sampai Notaris tersebut selesai masa jabatan 
sampai dilanjutkan kepada Notaris pemegang protokol. 
 
 
